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KONTRAK PENGABDIAN KEEPADA MASYARAKAT
Tahun Anggaran 2019
Nomor: 38/UN33.8/PM /2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami vang
bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Kustoro Budiarta, M.E. :  Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Negeri Medan, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Universitas
Negeri Medan, yang berkedudukan dj J1. Willem
Iskandar Psr V Medan Estate, untuk selanjutnya

disebut Pihak Pertama.

2. Dr. Dwi Wahyuni Nurwihastuti, : Dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan
S.Si, M.Sc. Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut

Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu
Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-
Syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

Pihak Pertama memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima pekerjaan
tersebut dari Pihak Pertama, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pengabdian kepada
Masyarakat Tahun Anggaran 2019 dengan judul "Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Rumah Yang Lebih Aman Dari Gempa di Desa Paya Gambar Kecamatan Batang
Kuis Kabupaten Deli Serdang”

Pasal 2
Dana Pengabdian

(1) Besarnya dana untuk melaksanakan pengabdian dengan judul sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 adalah sebesar Rp.17500000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Dana pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Medan.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian

(1) Pihak Pertama akan membayarkan dana pengabdian kepada Pihak Kedua secara bertahap
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana pengabdian yaitu 70% x
Rp.17500000,- = Rp.12250000,- (Dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah Para Pihak
membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan pengabdian.

b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana pengabdian yaitu 30% x
Rp.17500000,- = Rp.5250000,- (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua
menyampaikan Laporan Kemajuan dan pelaksanaan pekerjaan dan salinan laporan
penggunaan anggaran tahap pertama {70%) kepada Pihak Pertama.,
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(2) Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan /atau tidak terbayarnya
sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan
Pihak Kedua dalam menyampaikan data pengabdi, nama bank, nomor rekening, dan
persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai
100%, adalah terhitung sejak bulan Juli 2019 dan berakhir pada bulan Nopember 2019

Pasal 5
Teknis Pelaksanaan

(1) Pihak Kedua wajib berkoordinasi dengan pegawai yang telah ditetapkan oleh LPPM UNIMED
sebagai pendamping dalam pelaksanaan kegiatan.

(2) Pihak kedua wajib memberikan jadwal pelaksanaan kegiatan.

(3) Pihak Kedua dapat meminta keperluan administrasi yang dibutuhkan ke lapangan melalui
pendamping yang telah ditetapkan.

Pasal 6
Target Luaran

(1) Pihak Kedua berkewajiban mencapai target luaran wajib seperti yang tercantum dalam
panduan;

(2) Pihak Kedua diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan seperti yang tercantum
di dalam buku panduan;

(3) Pihak Kedua berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Pertama.

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Pengabdian

(1) Pihak Kedua berkewajiban untuk menyampaikan kepada Pihak Pertama berupa laporan
kemajuan, laporan akhir, luaran pengabdian dan laporan penggunaan anggaran sesuai
dengan jumlah dana yang diberikan oleh Pihak Pertama yang tersusun secara sistematis
sesuai pedoman yang ditentukan oleh Pihak Pertama.

(2) Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan hardcopy laporan kemajuan dan laporan
Penggunaan Anggaran 70% kepada Pihak Pertama, paling lambat 22 Oktober 2019.

(3) Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan laporan akhir, laporan penggunaan anggaran
100% dan luaran pengabdian, kepada Pihak Pertama paling lambat tanggal 26 Nopember
20109.

(4) Laporan hasil pengabdian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan
sesuai buku pedoman.

(5) Di bagian bawah cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Universitas Negeri Medan
Sesuai Kontrak Nomor:
38/UN33.8/PM/2019

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

Pihak Pertama dalam rangka pengawasan akan melakukan monitoring dan evaluasi internal
terhadap kemajuan pelaksanaan pengabdian.

Pasal 9
Penilaian Luaran

Penilaian luaran pengabdian dilakukan oleh Komite Penilai/ Reviewer dan luaran sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
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Pasal 10
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

(1) Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pélaksanaan hanya dapat
dibernarkan apabila telah mendapat persetujuan Pihak Pertama.

(2) Apabila Pihak Kedua selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan pengabdian ini,
maka Pihak Kedua wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah
satu anggota tim kepada Pihak Pertama.

(3) Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua
sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka Pihak Kedua harus mengembalikan dana
pengabdian kepada Pihak Pertama yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

(4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Pihak Pertama.

Pasal 11
Sanksi

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan
pengabdian ini telah berakhir, namun Pihak Kedua belum menyelesaikan tugasnya,
terlambat memberikan luaran pengabdian, terlambat mengirim laporan Kemajuan,
dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka Pihak Kedua dikenakan sanksi
administratif berupa penghentian pembayaran dana 30% dan tidak dapat mengajukan
proposal pengabdian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

(2) Apabila Pihak Kedua tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang
Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang apabila tidak dapat dilunasi oleh Pihak
Pertama, akan berdampak pada kesempatan Pihak Kedua untuk mendapatkan
pendanaan pengabdian atau hibah lainnya yang dikelola oleh Pihak Pertama.

Pasal 12
Pembatalan Perjanjian

(1) Apabila dikemudian hari terhadap judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan
adanya duplikasi dengan pengabdian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran,
i'tikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau
dilakukan oleh Pihak Kedua, maka perjanjian pengabdian ini dinyatakan batal dan Pihak
Kedua wajib mengembalikan dana pengabdian yang telah diterima kepada Pihak Pertama
yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.

(2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Pihak Pertama.

Pasal 13
Pajak-Pajak

PPh menjadi tanggungjawab Pihak Kedua dan harus dibayarkan oleh Pihak Kedua ke kantor
pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14
Peralatan dan/alat Hasil Pengabdian

Hasil Pelaksanaan pengabdian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari
pelaksanaan pengabdian inj adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada nama
Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Penyelesaian Sengketa
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Pasal 16
Lain-lain

(1) Pihak Kedua menjamin bahwa pengabdian dengan judul tersebut di atas belum pernah
dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan pengabdian lainnya, baik yang
diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun
di luar negeri.

(2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur
lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh Para Pihak, maka perubahan-perubahannya
akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas,

dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dua diantaranya bermaterai 6000 sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua
N7
Dr. Dwi Wahyuni Nurwihastuti, S.Si, M.Sec.
NIDN:0024097703
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